
BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERA.TUP~N BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 53 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 7 TAHUN 2019 
TENTANG KEDUDUKA , SUSU A ORGA ISASI, TU A DAN FUNGSI 

PERANGKAT DAERAH 

Menimbang 

Menginga t 

DENGAN RAHM T TUHAN YANG M HA ESA 

BUPATI TA IKMALAYA, 

a . bahwa untuk m n i daklanjuti Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 56 Tahun 20 19 ten tang Pedoma..l1 Nomenkla tur 
dan Unit Kerj Sekretariat Da rah Provin si dan 
Kabupaten/Kota, erlu dilakukan perubahan atas P raturan 
Bupati Tasikmal ya Nomor 7 Tahu 2019 ten tang 
Kedudukan, Su u nan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
Pe an at Dae ah; 

b . bahwa asark r t-im gan sebag ·mana dimaksud 
dalam huruf a, perIu menetapkan atu ran Bupati 
Tasikmalaya tentang Perubahan at s Peraturan Bupati 
Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 019 te tang Ke udukan, 
Susunan Or anisa i, Tugas dan F ngsi Perangkat D erah; 

1. Undang-Undang Nom r 14 Tahun 19 ten tang 
P mben tukan Da rah-Daerah Kabupaten dalam Li gkungan 
Propin si Djawa ara t (Berita egara Rep lik Indonesia 
Tahun 1950), s ag 'mana telah diu ah de gan Undang­
Un dang Nomor 4 Tahun 1968 ten tang embentukan 
Kabupaten Purwakarta dan Ka upaten S bang dengan 
m ngubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tenta..l1g 

mben tukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Barat (Lembaran egara Republik Indonesia 
Tahun 1968 Nomor 3 1, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pemerintahan Daerah (Leml1an m Negara Repu l1lik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diu bah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 20 19 ten tang 
Peru bahan atas Peraturan Pemerin tah N omor 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) ; 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 
tentang Pedoman Nomenklatu ' dan Unit Kerja Sekretariat 
Daerah Provinsi dan Ka upa j Ko a (Berita Negara 
Re ublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 

5 . Perat ran Dae a h abu pat n Ta ikmalay N mor 1 
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produ k kum 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasi m ya 
Tahun 2016 Nomor ); 

6 . Peraturan Daerah Kabu aten Tasikmalaya Nom r 3 
Tahun 2016 ten tang Urusan Pemerintahan yang menjadi 
Kewenangan Pe erin tahan Kabu paten Ta ikmalaya 
(Lembar Daerah Kabup te Tasikmalaya Tahu 2016 

(\ (\ . 
..L '-'..L.a. ... "'.&,. J' 

7 . Pera u Daerah abu ikmala mor 7 
Tahun 2 entang e ben a dan Su u n P rangkat 
Dae ah (Lemb an Daerah abupate Tas 'kmalay Tahun 
20 16 Nomor 7) sebaga imana tel diu ba h dengan P raturan 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nom r 1 Tahu 2019 
tentang Per' bahan Atas Peratu ran 

asi m ya Nom r 7 h un 20 16 t 
dan su an Perangk Daerah 
Ka upat n sikmala. a Ta h n 2019 

MEM TU KAN: 

a rah. T u paten 

an m entukan 
(Lembar daerah 

mor ); 

PERATU N BU ATI TE TANG PERUBAHAN TA PERATURAN 
BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG 
KEDU UKAN, SUSUNAN ORGANIS I, TUGAS DAN FUNGSI 
PERANGKAT DA RAH. 

Pasal l 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2019 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 7) diubah sebagai 
berikut: 
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1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal3 

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri atas: 

a . Sekretaris Daerah; 

b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas: 
1. Bagi~"'1 Tata Pemerintah~"'1, terdiri atas: 

a) Subbagian Administrasi Pemerintahan; 
b) Subbagian Administrasi Kewilayahan; dan 
c) Subbagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah. 

2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas: 
a) Subbagian Keagamaan dan Bina Mental Spiritual; 
b) SubbagiaJl Kesejfu'1.teraai1 Sosial; dfui 
c) S bb gian Masyarak t . 

3 . B gian Hukum, terdiri atas: 
a ) Subbagian Perundang-undangan; 
b) Subbagian Bantuan ukum; dan 
c) Subbagian Dokumentasi dan Informasi. 

c . Asisten Perekonomian dan Pem angunan, terdiri atas: 
1. Bagian Perekonomian dan A ministrasi Pembangunan, ter 

a) Subbagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah d 
Layanan Umum Daerah; 

b) Subbagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;dan 

'ri atas: 
Badan 

c) Subbagian Penyusunan, Pengendalian dan elaporan Program. 
2 . g:an P -lga...:lafu- Barang d '"' n Jaoa, terdiri atas; 

a) g'an Pengelolaan P ngadaan Barang dan sa; 
) S bbagian Pengelo a La anan Pen adaan secara Elektronik; 
dan 

c) ubbagian Pembinaan an A oka i 
Ja a . 

d. Asisten Administra i Umum, terdiri atas: 
1. B gian Umu , terdiri ata s: 

nga aan Barang dan 

a) Subbagian Tata Usah Pimpinan, Staf Ah li dan epega aian; 
) Subbagia P rle gk pan; an 

c) SUbbagian u mah Tangg . 
2 . B gian Organisasi, terdiri at s: 

) Su bagian Kele nbaga dan An' isi" J abatfui ; 
b) u b bagian Pelayanan ubI' dan Tata Laksa a; dan 
c) Su agian Kin rja dan Reformasi Birokrasi. 

3. Bagian Pr tokol an Kom ikasi Pimpinan, erdiri atas: 
a) Subbagian Prot kol; 
b) Subbagian Komunika si impinan; dan 
c) Subbagian Dokumenta i Pimpinan. 

4. Bagian Perencanaan dan Keuangan, terdiri atas: 
a) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan 
b) Subbagian Keuangan. 

d. Staf Ahli Bupati; dan 
e. Kelompok J abatan Fungsional. 
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(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Sekretariat Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang 
meru pakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bu pati ini. 

2. Ketentuan Pasal26 diubah, sehingga. Pasal26 berbunyi sebagai berikut: 

Pasa126 

(1) Susunan Orgailisasi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan 
Permukiman, terdiri atas : 
a. Kepala; 
b. Sekretariat, terdiri atas: 

1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; 
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 
3. Subbagian Keuangan. 

c. Bidang J alan dan Jembatan, terdiri atas: 
1. S k i Perencanaan dan J asa Konstruksi T kn 'k J alan dan 

J embatan; 
2 . Seksi Jalan; dan 
3. Seksi Jembatan. 

d. Bida.I1g Sumber Daya Air, terdiri atas: 
1. Seksi Perencanaan dan J a sa Konstruksi Teknik Sumber Daya Air 
2 . S ksi Pengelolaan dan Peng mbangan mber Daya Air; n 
3 . Seksi Irigasi. 

e. Bidang Bangunan, t rdiri atas: 
1. Seksi erencanaan dan J a sa Konstruksi Teknik Bangun edung; 
2 . eksi Bangunan Ged ung; uan 
3 . eksi Penga a san dan Penge dalian Ban an Ged ng. 

f. Bidang Penat an uang dan Perta an, diri t 
1. Seksi Perencanaan Tata Ruang; 
2 . ksi P ma faatan , Pe ge dalian dan engawasan Ruang; 

dan 
3 . Seksi Pertanah. n. 

g. Bidang Peru mahan dan Ka asan Permuki an, di i 
1. Seksi Perencanaan dan J asa Ko tr si T knik an Pe gendalian 

erumahan; 
2 . Seksi Perumahan; dan 
3 . S ksi Kawasan Permukiman. 

h. Bidang Air Minum dan Penyehatan Li gku gan, ter iri a tas: 
1. Se si erencanaan dan Jasa Konstruksi Te n ik Air Minum dan 

Penye tan Lingk ngan; 
2. Seksi Air M'num; an 
3. Seksi Penyehatan Lingkungan. 

i. Kelompok Jabatan Fungsional; dan 
j. Unit Pelaksana Teknis Daerah. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Dinas Pekerjaan 
Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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3. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 34 

(1) Susunan Organisasi Dinas So sial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri atas: 

a. Kepala; 

b. Sekretariat, terdiri atas : 
1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; 
2 . Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 
3 . Subbagian Keuangan. 

c. Bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial, terdiri atas: 
1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana; 
2 . Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraail Sosial; dan 
3 . Sek i P gol han Data Fa ir Mis . . 

d. Bidang Rehabilitasi Sosial dan Penanganan akir Miski , terdiri atas: 
1. Se si Rehabilitasi Anak, Lanju t Usia , Disabilitas dan elandangan 

engemis; 
Seksi Rehabilitasi Sosial, Penyandang Masalah Ke e 'aht raan 
Sosial; ,.l an 

3. Seksi Rehabilitasi So ial Penanganan Fakir Miskin. 
idang Pemberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat Desa, terdiri atas: 

1. Seksi Bina Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 
2. Seksi Bina Pemberdayaan L mbaga Masyarakat Desa; dan 
3 . Seksi Kerja Sarna Desa. 

f. Bid8J.ig Pemerinta h8J."'1 Desa, t ~r iri atas: 
1. ek i Tata Kelola Desa; 
2 . S ksi embinaan Admin istrasi dan Aparat intah Desa; 

dan 
3 . S i e ana n , u ngan set Des 

g. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perli dungan Anak, ter iri atas: 
1. Sek·i Kelem aga.8J."'1 Peremp' an d n eng usutarnaan Ge der; 
2 . Seksi Pemberd yaan erempu an; dan 
3 . Seksi Perlindungan Anak. 

h. elompok J abatan Fu ngsi nal; dan 

i. Unit Pelaksana Teknis D e ah. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Dinas Sosial, 
Pemberd yaan Ma yarakat dan Des ,Pemberdayaan erempuan dan 
Perlindungan Anak se agaimana dimak ud pada a a t (1) tercantum dalam 
Larnpiran VIII yang m rupakan bag'an tid ter i ahkan dari Peraturan 
Bupatiini. 

4. Ketentuan Pasal38 diubah, sehingga Pasal38 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal38 

(1) Susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdiri atas : 
a. Kepala; 
b. Sekretariat, terdiri atas: 
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1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; 
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 
3. Subbagian Keuangan. 

c. Bidang Perindustrian, terdiri atas: 
1. Seksi Perencanaan dan Pembangunan Industri; dan 
2. Seksi Pengendalian dan Sistem Informasi Industri. 

d. Bidang Perdagangan, terdiri atas: 
1. Seksi Perdagangan Dalam Negeri; dan 
2 . Seksi Perdagangan Luar Negeri dan Promosi. 

e. Bidang Pasar dan Metrologi Legal, terdiri atas: 
1. Seksi Sarana, Prasarana dan Pengelolaan Pasar; dan 
2 . Seksi Metrologi Legal. 

f. Kelompok J aba tan Fungsional; dan 
g. Unit Pelaksana Teknis Daerah . 

(2) Ketent an Ie ih lanjut mengenai susunan organisasi in a s Perindustrian 
dan P rdagangan s bagaimana dimak ud da ayat (1) rc tum dalam 
Lamp' ran IX yang m erupakan bagian t idak terpisahkan d i raturan 
Bu pati ini. 

5. K te tuan Pasal 42 diubah, sehingg Pasal 42 berbunyi sebagai beriku t: 

Pasal 42 

(1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, erdiri atas : 
a . Kepala; 
b . aria , 

1. Subb gian Perencanaan, ,-,v Iu si da...'1 Pelapor 
2 . Subbagian Umum dan Kepega an; an 
3 . ubbagian an an. 

c. Bidang Ke ariwisataan dan Ek nomi Kre if, ter i i at as : 
1. Seksi P ngembangan es tinasi Wisa a ; 
2 . Seksi Pengembangan Usaha Pariwi ata; an 
3. Seksi Ekonomi Kre _ Jif. 

d. Bidang Pem sa ra Pariw 'sata , ter 'ri a tas : 
1. Seksi Pengembangan dan An alisa Pa s ; da 
2 . Seksi Kerja Sarna dan Kemitr an . 

e. Bidang Kepemu daan, t rdir ' ata : 
1. S ksi Pemberdayaan Kelem agaan Pemuda ; dan 
2 . eksi Kepelopora ,Kepemimpinan dan Kewir u sahaan Pemuda. 

f. Bidang Olahraga, terdiri a s : 
1. Seksi Pemberdayaan Olahraga; 
2 . Seksi Peng mbangan Organisasi, Ke'u araan dan Olahraga Prestasi; 

dan 
3. Seksi Penyediaan, Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga. 

g. Kelompok J abatan Fungsion ; dan 
h. Unit Pelaksana Teknis Daerah. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Dinas Pariwisata, 
Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 
dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupa ti inL 
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6. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga Pasal46 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal46 

(1) Susunan organisasi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan, terdiri atas : 
a . Kepala; 
b. Sekretariat, terdiri atas: 

1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; 
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 
3. Subbagian Keuangan. 

c. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan terdiri atas: 
1. Seksi Tanaman Pangan; 
2. Seksi Hortikultura; dan 
3. Seksi Perkebunan. 

d. Bidang P 1 han, terdiri atas: 
1. Seksi Kele bagaan Peny Sarana Prasarana 

Penyuluhan; dan 
2 . Seksi Kelembagaan Petani dan Badan Usaha i ik Pet m. 

e . 'dang Prasarana dan Sarana Pertanian, terdiri atas: 
1, Seksi Penge101aan Lahan an Air; 
2. Seksi Pupuk Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian; dan 
3. Seksi Pembbiayaan dan Usaha tanian. 

f. idang Peternakan dan Keseh atan Hewan,terdi i a tas: 
1. Seksi Perbibitan Ternak; 
2 . Sek i akan dan P ngembangan P ternakan; dan 
3 . ~4_si Ke~e44a~aL H~. TaL an K~~ 44ata44 4.1~~I~a-~at V~Lrin r . 

g. Bidang etahanan Pangan, terdiri as: 
1. Seksi Konsumsi dan eamanan Pan an; 
2 . ek' K ter ediaan dan K rawanan angan; dan 
3 . Seksi Di tribusi an Akses Pangan. 

h. Bidang P rikanan, erdiri atas: 
1. Seksi Perikanru Budidaya; 
2 . S si ri anan Tang p ; dan 
3. Se si Usaha dan P lin u ngan S mber D ya Perikanan. 

i. K lom pok J a atan Fungsional; an 
j. Un it Pelaksana Teknis aerah. 

(2) Kete tuan lebih lanjut menge ai susunan organisa si Di a Pertanian, 
Pangan dan P rikanan sebagail1an.a dim",l ~sud a a 
dalam Lampiran XI yang meru akan bagian tid 
Peraturan Bupati ini. 

ay t ( ) tercantum 
terpisahkan dari 

7. Ketentuan Pasal 58 diu ah, s ingga Pasal 58 erbu i sebagai berikut: 

Pas 58 

(1) Susunal1 orgfulisasi Dinas Penfulfullful Modal dful PelaYfulan Terpadu Satu 

Pin tu, terdiri atas : 
a. Kepala; 
b. Sekretariat, terdiri atas : 

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 
2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan. 
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c. Bidang Pengembangan, Promosi Penanaman Modal dan Energi dan 
Sumber Daya Mineral, terdiri atas : 
1. Seksi Pengembangan Penanaman Modal; dan 
2 . Seksi Promosi Penanaman Modal dan Energi Baru dan Terbarukan. 

d. Bidang Pelayanan Penanaman Modal, terdiri at a s : 
1. Seksi Penyediaan Pelayanan Terpadu; 
2 . Seksi Peman tau an Pemen uhan Komitmen; dan 
3 . Seksi Layanan Konsultasi dan Pengaduan. 

e. Bidang Pengendalian, Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, 
terdiri atas : 
1. Seksi Pengendalian Penanaman Modal; dan 
2 . Seksi Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal. 

f. Kelompok J abatall Fungsional; dall 

g. Unit Pelaks na Te nis Daerah . 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayan an Terpad Satu Pintu sebagaimana di al sud a ayat (1) 
te c tum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak erpisahkan 
dari Peraturan Bu pati ini. 

8. Ket n t an Pasal 62 diubah, sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berik t: 

Pasa1 62 

(1) usunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri atas : 
a . Kepala; 
b . kretariat, terdiri atas : 

1. S agian Umum dan Kepegawaian; an 
2 . ubb ian P rencanaan an eu an. 

c. Bi ang Pen taan dan enaatan Lingkung idup, terdiri ata 
1. Seksi enyelarasan dan Evaluasi Lingku ngan; 
2 . Seksi Pengkajian Dampak Lingku gan; an 
3 . Seksi Pengadu an dan Penegakan uku Lingkungan Hid p . 

d. Bidang pengendalian dan lest ian lingk ngan, terdiri ata : 
1. Seksi Pengen alian Pen emaran; 
2 . ek i engelolaan Ru ang Ter ka Hi· au da engendalian 

Keruksakan Lingkungan ; dan 
3. S ksi Peningka tan Kapasita dan Kemitraan. 

e. Bidang pengelolaan persampahan dan pengendalian bahan berbahaya 
dan b racu n dan limbah bahan erbahaya dan beracun , terdiri atas: 
1. Seksi Peren anaan Pengelolaan Per ampa a n ; 
2. Seksi Pengu angan Sampah; dan 
3. Seksi Pengendalian Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun 

dan Limbah Bahan Ber ahaya an Beracun. 

f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan 

g. Unit Pelaksana Teknis Daerah. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Dinas Lingkungan 
Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 
Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
B llna ti ini """'".t'" "' .......... ,L.&. . 
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9. Ketentuan Pasal 70 diubah, sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 70 

(1) Susunan organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, terdiri a tas: 
a. Kepala; 
b. Sekretariat, terdiri atas; 

1. Subbagian Umum da.'1 Kepegawaian; da.'1 
2 . Subbagian Perencanaan dan Keuangan. 

c . Bidang Kearsipan, terdiri atas : 
1. Seksi Pembinaan Kearsipan; 
2. Seksi Pengawasan Kearsipan; dan 
3. Seksi Pengelolaan Arsip . 

d . Bidang Perpustakaan, terdiri a tas : 
1. Seksi P mbin an an Pengemban an an; 
2. Seks ' Pengem bangan oleksi dan engo ahan B han Pustaka; dan 
3 . Se si Layanan dan Otomasi. 

e . K lompok J abatan Fungsional; dan 

f. Unit Pelaksana Teknis Daerah. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengen a ' u sunan organisasi Dinas Kear i 
er ustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercant dalam 

Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpi ahkan dari Peraturan 
u pati inL 

10. Kete tuan Pasal 74 diubah, ehingga Pasal 74 berbunyi eb gai b rik t: 

Pasal 74 

(1) S u an 0 ganisa i inas Komu 'kasi dan In formatika, t diri a ta 
a . epala; 
b. ekretaria t , terdiri atas: 

1. Sub~agian Um u m an K egawai 11 ; d 11 

2 . S b gi rencana n dan eu ngan. 
c. Bidang Informasi om ni {asi Pub ik an tati tik, terdiri ata s : 

1. Seksi Pe1ayanan Informa i Publik ; 
ksi Komunikasi Pu blik an Hubu n an dia; dan 

3. Seksi St tistik Sektoral . 
d . Bi ang Aplik si Informatika dan Persand 'an, te di . atas: 

1. Seksi Infrastruktur Informa tika; 
2. Se i Aplikasi Informatika dan Databa e; dan 
3. Seksi K amanan Informasi dan Per andi 

e. Kelompok J a b tan Fu gsional;dan 
f. Unit Pelaksana Teknis Daerah. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai s u sunan organisasi Dinas Komunikasi 
dan Informatika tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bu pati ini. 

11. Ketentuan Pasal 78 diubah, sehingga Pasal 78 berbunyi sebagai berikut: 
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Pasal 78 

( 1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri 
atas: 
a. Kepala; 
b. Sekretariat, terdiri atas: 

1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; 
2. SubbagiaJl Umum da..'1 Kepegawaian; da..'1 
3. Subbagian Keuangan. 

c. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, terdiri atas: 
1. Subbidang Perekonomi; dan 
2. Subbidang Sumber Daya Alam. 

d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri atas: 
1. Subbidai'1g Pemerintill~an; dan 
2. Sub i ang Pembangunan M s · . 

e. Bidang I frastruktur dan Kewilayahan, er iri ata : 
1. Subbidang Infrastru ktur Kebinamargaan dan Perh bu gan; dan 
2. ubbidang Infrastruktur Sumb D' ya A'r, Lingku gan Hidup, 

Keciptakaryaan dan Kewil yahan. 
f. Bidang Pefen illlaan, Pengen dalian dan Evaluasi, terdiri atas: 

1. Subbidang Perencanaan; dan 
2. Subbidang Pengendalian dan Evalua i. 

g. idang Penelitian dan Pengem bangan, terdiri atas: 
1. Subbidang Penelitian dan Pengembangan Sosial, Pemeri tahan, 

Ekonomi, dan embanguna ; dan 
2 . Subbidilllg Pengembilllgan I ovasi dan Teknologi. 

f. Ke1ompok a a tan Fungsion al; 

(2) Ketent an lebih lanj m ngenai s una Or isasi Badan canaan 
P m angunan aerah sebagaim ana dimak d pada ayat (1) t rcantum 
dala Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Pe a turan Bu pati ini. 

12. Ketentu an Pasal 82 diubah, seh ingga Pasal 2 b r un e agai r i t: 

Pa sal82 

(1) Sus n organisasi dan Kepegawaian da Peng m bangan S mber Daya 
Man sia, terd iri a tas : 
a. Kepala; 
b . Sekretaria t, terdiri atas: 

1. Subbagian Peren canaan, Evalua i da Pe1a oran; 
2 . Subbagian Umum dan Kepegawaian; an 
3. Subbagian Keuangan. 

c. Bidang Pengadaan dan Informa si Kepegawaian, terdiri atas: 
1. Subbidang Pengadaan; dan 

2. Subbidang Data dan Informasi. 
d. Bidang Mutasi dan Promosi, terdiri atas: 

1. Subbidang Mutasi ; 
2. Subbidang Kepangkatan; dan 
3. Subbidang Pengembangan Karier dan Promosi. 
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e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur, terdiri atas: 
1. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan Sertifikasi dan 

Fungsional; 
2. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis; dan 
3. Subbidang Pengembangan Kompetensi. 

f. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan, terdiri atas: 
1. Subbidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur; dan 
2. Subbidang Disiplin dan Penghargaan. 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Badan Kepegawaian 
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak 
teqJisahkan dari Peraturan Bu pati ini. 

13. Ketentuan Pa al 86 diubah, sehingga Pasal 86 berbunyi se agai berikut: 

Pasal 6 

(1) Su nan organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapa n aerah, 
erdiri atas : 

a . Kepala; 
b. Sekretariat, terdiri atas: 

ubbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pela oran; 
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 
3 . Subbagian Keuangan. 

c. Bidang A ggaran, ter iri ata : 
1. Su bidang eny \A.suna..'1 nggara..'1 Be a J a 
2 . ubbidang P n usu an nggaran Belanoa II; dan 
3 . S b i ang enyusunan nggar apatan an Pem biayaan. 

d . Bidang Perb ndaharaan, terdiri atas: 
1. ubbidang Perbendaharaan I; 
2 . Sub i ang Perbendaharaan II; dan 
3. Subbidang Pe gelQlaan Kas Daer .. , 

e. Bidang Akuntan i dan P laporan, te diri t s: 
1. Su bidang P n a tau ah an d n is te Aku tansi; dan 
2. Su bbidang Analisis Data dan Pela oran. 

f. idang Aset Dae ah, terdiri a tas : 
1. Su bbidang Perencanaan dan Anali a ebut han; 
2. Subbidang Pemanfaatan dan Peng anan; d 
3. Su bb ·dang enatausaha Aset Daerah. 

g. Bidang elayanan endapatan Asli aerah, ter iri a ta s: 
1. Subbidang Pelayanan dan Informasi ajak Daerah; 
2. Subbidang Verifikasi dan Penetapan jak Daerah; dan 
3. Subbidang Penagihan dan ebe atan Pajak Daerah. 

h. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah; 
terdiri atas: 
1. Subbidang Perencanaan Pendapatan AsH Daerah; 
2. Subbidang Pembinaan Pendapatan Ash Daerah; dan 
3. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Asli Daeraho 
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i. Kelompok Jabatan Fungsional; dan 
J. Unit Pelaksana Teknis Daerah. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Badan Pengelola 
Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bu pati ini. 

Pasal II 

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, pejabat yang ada tetap 
menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan 
ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peratu ran Bupati ini. 

Pasal III 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya 

Diundangkan . i Singaparna 
pada tanggal 2 Jul i 2020 

DAERAH 
SIKMALAYA, 

Ditetapkan di Singaparna 
pada tan , 28 Juli 2020 

E SUGIANTO 

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2020 NOMOR 53 
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LAMPIRAN I 
NOMOR 
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN B UPATI TASIKM 

TU GAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH. 
YANOMOR 7 TAHUN 20 19 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, 

I ASI STEN I 
PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 

I I 
KELOMPOK BAGJAN I I BA ~N 

I 
BAG~N 

JABATAN TATA KE:SEJAHTERAAN HUKUM 

PEMERINTAHAN RAKYAT FUNGSIONAL 

I I 
I I SUB BAGIAN SUB BAGlAN SUB :&\GIAN 

ADMINISTRASI KEAGAMAAN DAN PERlINDANG-

PEMERINTAHAN 8 1NA MENfAL UNDA NGAN 
SPIRITUAL 

SUBBAG~N SUBMGlAN SUB BAGlAN 

ADMIN ISTRASI XES &JAHTERAAN BANrUAN HUklJ14 

KEWILAYAHA N SOSlAL 

SUBBAG~N SUB BAOlAN SUB BAGlAN, 

KERJA SAMA DAN ICES EJAHTERAAN DOKUM ENTASI DAN 

OTONOMI 
MASYARAKAT INPORMASI 

DAERAH 

I 

STRUKTUR ORGANISASI 
SEKRETARIAT DAERAH 

KABUPATEN TASIKMALAYA 

r SEKRETARJS DAERAH 1 

ASISTEN 
PEREKO NOMIAN DAN PEMBANGUNAN 

I I 
RAGlAN BAGIAN 

PEREKONOMtAN DAN PENGADAAN BARANG 
ADMtNISTRASI DANJASA 
PEMBANGUNAN 

SUB M GlAN SUB BAGlAN 

PEMBlNAAN SUM.D PENGELOlAAN 

DA.NBLUD PENGADAAN MRANG 
DANJA$A. 

SUBMGlAN SUB BAGlAN 

PEREKONOMtAN DAN PENOELOLAAN 

S~BER DAYAALAIl LAYANAN 
PENGADAAN SECARA 

ELEKTRONIK 

SUB BAGlAN SUB MGlAN 

PENYUSUNAN. PEMBlNAAN DAN 

PENGENDALlAN DAN ADVOKASI 

PElAPORAN PENGADAAN BARANG 

PROGRAIl DANJASA 

I I 
I I 

ASISTEN 

I 
STAFAHLI 

ADMINISTRASI UMUM BUPATI 

I 
1. BIDANG 

PEMERUITMN DAN 
HUKU1~ 

I I I I 
. BIOANG 

PEREKONOMlAN 
DAN 

I 
BAG~N 

I 
BAG~N 8AGIAN I BAG~N PEMBANGUNAN 

UMUM O RGA NlSASI PRO'I"OKOL DAN PE:RENCA N AAN 3 . BlOANG 
KOM UNIKASI 

DAN KEUAN GAN KEMAS'fARAKATAN 
PIMPINAN DAN SUMBER DAYA 

MANUSlA 

SUB BAGlAN SUB BAGlAN SUB BAGlAN SUB MGIAN 
TATA USAHA KELEMBAGAAN DAN PROfOKOL 

PERENCA NAAN, 
PIMPINAN, STAY AHU ANAUSIS JABATAN EVALUASI DAN DAN KEPEGAWAJAN 

PELAPORAN 

SUB BAGlAN SUB BAGlAN SUB BAOlAN SUB BAGlAN 
PERLENGKAPAN PEU.. Y ANAN PUBUK KO MUNIKASI KEUANGA N 

DAN TATA LAKSANA PI.MP'lNAN 

SUB MOlAN SUBBAGlAN SUB BAGIAN 
RU1lAH TANGGA KINERJA DAN DOKUMENTASI 

REPORMASI PIMPINAN 

BlROKRASI 

SIKMALAYA, 



LAMPlRAN VI ' 
NOMOR 
TENTANG 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
53 TAiUN 2020 
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PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, 
TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT IDAERAf 

STRUKTUR ORGANISAS J 
INAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG, PERU MAHAN DAN PERMUKIMAN 

IKABUPATEN TASIKMALAYA 

I "' KEPALA -- l 
I 

------------------- -- 1 SEKRETARIAT 

I I 
SUB BAGIAN SUB BAGIAN 

PERENCANAAN, EVALUASI UMUM DAN KEPEGAWAIAN 
DAN PELAPORAN 

I 
I 

SUB BAGIAN 
KEUANGAN 

r-----------------h-- - --------------- - -- ~:------- - - --- --------f:-- -- - ------
KELOMPOK I BIDANG I BIDANG I BIDANG 

- ---------1-----------------'----i t ---------------------~ I I BIOANO I I BIDANO BIDANO I 
JABATAIN JALAN DAN JEMBATAN SUMBER DAYA AIR BANGUNAN 

PENATAAN RUANO DAN PERUMAHAN DAN KAWASAN AIR MINUM DAN 

PERTANAHAN PERMUKIMAN PENYEHATAN LINOKUNOAN 

FUNGSIONAL I T J 

SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI 
PERENCANAAN TEKNIK DAN PERENCANAAN TEKNIK DAN SEKSI PERENCANAAN PERENCANAAN TEKlK DAN PERENCANAAN TEKNIK DAN ,.- PERENCANAAN TEKNIK DAN -

JASA KONSTRUKSI JASA KONSTRUKSI TATA RUANO JASA KONSTRUKSI PERUMAHAN JASA KONSTRUKSI 

JALAN DAN JEMBATAN SUMBER DAYAAIR JASAIKONSTRUKSI DAN KAWASANIPERMUKIMAN AIR MlNUM DAN 
BANOUNAN OEDUNO PENYEHATAN LINGKUNGAN 

SEKSI SEKSI SEKSI 
SEKSI SEKSI 

JALAN 
PENOELOLAAN DAN SEKSI PEMANFAATAN, 

PERUMAHAN A1RMINUM - PENOEMBANOAN SUMBER BANGUNAN GEDUNG PENOENDALIAN DAN -
DAYA AIR PENOAWASAN TATA RUANO 

SEKSI SEKSI 
SEKSI SEKSI SEKSI 

SEKSI PERTANAHAN 
JEMBATAN (RIGAS( 

PENGAWASAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PENYEHATAN LINOKUNOA N' 

PENOENDALIAN BANOUNAN 
GEDUNG 

tlM~ [ UPTD I 



LAMPlRAN VIII 
NOMOR 
TENTANG 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
53 TAHUN 2020 
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PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN o RGANI SASI, 
TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH. 

STRUKTUR ORGANISASI 
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMB ERDAYAAN PEREM PUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 

KABUPATEN TASIKMALAYA 

I KEPALA I 
I I 

---------------------/ 
SEKRETARIAT l 

I I I 
SUBBAGLAN SUBBAGIAN SUB BAGIAN 

PERENCANAAN, EVALUASI DAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN KEUANGAN 
PELAPORAN 

1----- ----------- -1:---- ----------------- -1:-- -------- - - -~ --------- b--------------- -- -- - --b---- - ---------- - ----- : 1 

KELOMPOK r SlDA NG I r' SlDANG 3~ I SlDANG / SIOMG BIOANG I 
PERLfNDUNGAN DAN HABIUfASl SOSlAL DAN PENANG PEMBERDAYAAN DAN KELEMBAGAAN PEM ERINfAHAN DESA PEMBERDAYMN PEREMPUAN DAN 

JABATAN PEMSERDAYAAN SOSIAL FAKIR MISKIN MASYARAKAT DESA PERLINDUNGAN ANAK 

FUNGSIONAL I I I J 

SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEh.'SI 

c- PERLINDUNGAN SOSLAL KORBAN ,.... REHABILITA SI ANAK, LAl'IJl1r USIA, - BINA PEMBERDAYAAN EKONOMI ,- TATA KELOIA OEM - KELEMBAGAAN PEREMPUAN DAN 

BENCANA DISABILITAS DAN GEUNDANGAN MASYARAKAT PENGARUSlffAMAAN GENDER 

PENGEMIS 

H SEKSI 
SEKSI SEKSI SEKSI 

-I 
SEKSI 

PEMBERDAYAAN POTENSI SOMBER REHABILITASI SOSlAL PENYANDANG SINA PEMSERDAYAAN L.EMBAGA PEMBINAAN ADMINlSTRASl DAN PEMBERDA YAAN PEREMPUAN 

KESEJATERAAN SOSIAL I- MASAL.AH KESEJAHTERMN SOSIAL - MASYARAKAT DESA APARATUR PEMERINTAHAN DESA 

SEKSI 1 SEKSI 1 SEKSI 

I 
SEKSI SEKSI 

PENGOlAHAN DATA FAKIR MlSKIN REHABn..rrASl SOSlAL PENANGANAN KERJA SAMA DESA PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 

FAKIR MlSIG N ASET DESA 

UPTD 

E SUGIANTO 
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NOMOR 
TENTANG 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
53 TAHUN 2020 
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PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 7 TAHUN 20 19 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, 
TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH. 

STRUKTUR ORGANISASI 
DINAS PERINDUSTRIAN D AN PERDAGANGAN 

KABUPATEN TASIKMALAYA 

I KEPALA I 

---- - -- - -- - -- - ----1 

I 
SUBBAGlAN 

PERENCANAAN, EVALUASI 
DAN PELAPORAN 

I 
SEKRETARIAT 

1 

I l 
SUB BAGIAN SUB BAGIAN , 

UMUM DAN KEUANGAN 
KE PEGAWAIAN 

·--- ------------ ---i:- ------ ---- -J --------;-r ------ -- --- - ----- -- - ~ I 
BlOANG BIOANG 

1 
SIOANG 1 

KELOMPOK PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN PASAR DAN METROLOGI LEGAL 
~ABATAN FUNGSIONAL 

I I I 

SEKSI S EKS[ SEKSI 

PERENCANAAN DAN PERDAGANGAN DAlAM NEOERI SARANA, PRASARANA DAN 

PEMBANGUNAN INDUSTRI PENGEWlAAN PASAR 

l-

SEKSI SEKSI SEKSI 
PENGENDALIAN DAN PERDAGANGAN LUAR NEG ERr METROLOGI LEGAL 

SIsrEM INFORMASI INDUSTRI DAN PROMOSI 

I UPTD 1 -
TNSIKMALAYA, 



LAMPIRAN X 
NOMOR 
TENTANG 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

53 TJ.HUli 2020 
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PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 7 TAHUN 20 19 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, 
TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH. 

STRUKTUR ORGANISASI 
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 

KABUPATEN TASIKMALAYA 

I KEPALA j 

:--- --- --------- -- -1 
, , 

I , , 
SUB BAGIAN , , PERENCANAAN, EVALUASI , DAN PELAPORAN , , , 

I 
SEKRETARIAT 

1 
I I 

SUBBAGIAN SUB BAGIAN 

J 
UMUM DAN KEUANGAN 

KEPEGAWAIAN 

,-----------------t-;-- --- -------------- -i:--------- -- - -'- - - - - - - - ~ - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -, 1 

KELOMPOK r BIDANG BIDANG I B1DANG 

1 
BIDANG 

JABATAN KEPARJWISA;~:~:N EKO NOMI PEMASARAN PARIWISATA KEPEMUDMN OLAHRAGA 

FUNGSIONAL I I I I 

SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI 

PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PEMBERDAYAAN OLAHRAGA 

DESTINASI WISATA ANALISA PASAR KELEMBAGAAN PEMUDA 

SEKSI I SEKSI SEKSI SEKSI 

-I PENGEMBANGAN USAHA KERJ ASAMA DAN 
KEPELOPORAN, KEPEMIMPINAN DAN PENGEMBANGAJII ORGANISASI . 

KEWlRAUSAHAAN PEM UDA KEJUARAAN DAN OlAHRAGA 

PARIWISATA KEMITRAAN PRESTASI 

SEKSI SEKSI 
PENYEDlAAN , PENGEMBANGAN 

EKONOMI KREATIP SARANA DAN PRASARANA OlARAGA 

r UPTD l 
DTTDI\'T'T~ IKMALAYA, 

E SUGIANTO 



LAMPlRAN XI 
NOMOR 
TENTANG 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

53 TJ.H1JN 2020 

17 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, 
TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH. 

STRUKTUR ORGANI SA SI 
DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERI KANAN 

KABUPATEN TASIKMALAYA 

l KEPALA I 
J 

:- ---------- ---------- [ 
, , , , I , SUB BAGIAN , 

PERENCANAAN, EVALUASI , , DAN PELAPORAN , , , 

I 
SEKRETARIAT 

J 
I I 

SUB BAGIAN SUB BAGIAN 
UMUM DAN KEPEGAWAIAN KEUA NGAN 

, ------- --------]l- --- - -- - ---- - - -- - - - : r- -- --- - - ------- - ----~----- -- - --- --'--------~r --------------------:-/- -------------------, I 
I BlDANG ~ 

J I SIDANG 

I 
SIOANG I SIDANG 

f 
BIDANG BIDANG 

I 
KELOMPOK TANAMAN PANGAN, PENYU['UHAN PRASARANA DAN SARANA PETERNA KAN DAN KES EHATAN KETAHANAN PANGAN PERI KANAN 
JABATAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PERTANlAN HEWAN 

PUNGSIONAL 
I J I J I 

SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI 
KONSUMSI DAN TANAMAN PANGAN 

PENGEWLAAN l.AHAN PERBIBITAN PERI KANAN BUIOAYA KE['EMBAGAAN PENYULUHAN r KEAMANAN PANGAN 
DAN SARANA PRASARANA DAN AI R TERNAK 

PENYU['UHAN 

SEKSI SEKSI SEKSI 
HORTI KULTURA SEKSI SEKSI KETERSEDIAAN DAN PERI KANAN TANGKAP SEKSI 

KELEMBAGAAN PETANl 
PUPUK PESTISIDA, PA KAN DAN PENGEMBANGAN KERAWANAN PANGAN 

DAN 
t- ALAT DAN M ESIN PERTANIAN PETERNAKAN 

BADAN USAHA MI['IK PETAN! 
SEKSI SEKSI SEKSI 

PERK EBUNAN SEKSI SEKSI DISTRIBUSI DAN USAHA DAN PERLINDUNGAN 
PEMBIAYAAN KESEHATAN HEWAN DAN AKSES PANGAN SUMBER DAYA PERIKANAN 

DAN USAHA PERTANIAN '- KESEHATAN MASYARAKAT 
VETERINER ,G KM l UPTD I 

~ 



LAMPIRAN XIV 
NOMOR 
TENTANG 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

53 TARUN 2020 
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PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, 
TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH. 

STRUKTUR ORGANISASI 
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

KABUPATEN TASI KMALAYA 

I KEPALA 1 
I 

I 
:--- ------ -- ------- I SEKRETARIAT 1 , I , , , 

I SUBBAGlAN I II SUB BAGlAN ~ I , 
UMUM DAN KEPEGAWAIAN PERENCANAA N DAN KEUANGAN , , , 

~+------------ -'----- -- -- -h- -- ----- -------- ---- ---1--, 
KELOMPOK BIDANG I 

I 
BlDANG aIDANG 

I PENGEMBANGAN, PROMOSl PELAYANAN PENGmDAUAN, DATA DAN SISTEM 

JABATAN 
PD{ANl\MAN MODAL DAN INFORMASl PENANAMAN MODAL 

FlfERGI DAN-~ER DAYA MINERAL PENANAMAN MODAL 

FUNGSIONAL I I I 

SEKSI 

n I rl 
SEKSI SEKSI 

PENG EMBANGAN PENYEDlAAN PENGEN DALIAN 

PENANAMAN M ODAL pgLAYANAN TgRPADU PENANAMAN MODAL 

~I SEKSI ~~ 
Y 

SEKSl 

I PROMOSI PENANAMAN MODAL 
SEKSI DATA DAN SISTEM 

DAN ENERGI BARU TERBARU 
pgMANTAUAN pgM ENUHAN [NFORMASI PENANAMAN MODAL 

KOMITMEN 

SEKSI 
LAYANAN KONSULTASI DAN 

PENGA DUAN 

BUPAT~ 
I UPTD I 

IKMALAYA, 



LAM PI RAN XV 
NOMOR 
TENTANG 

19 
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
5 3 TAlIDl~ 2020 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, 
TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH. 

I KELOMPOK 
JABATAN 

PUNGSIONAL 

~ I 

STRUKTUR ORGANISASI 
DINAS LINGKUNGAN HIDUP 
KABUPATEN TASIKMALAYA 

I KEPALA I 
I 

:- -----------------i 
, , 

I 
SEKRETARIAT I 

I , 

I SUB BAGLAN 1 I SUB BAGIAN ~ I , , UMUM DAN KEPEGAWALAN PER8NCA NAAN DAN K EUANGAN , , 

~+-- - --------- J----------r'-------- -- -------- ----i--
lllOANG 

I I BIDANO I BIDANO 

PENATAAN DAN PENAATAN PENOENDALlAN DAN PELESTARlAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DAN 

UNGKUNGAN HIDUP LlNGKUNGAN PENGENDALlAN 53 DAN LIMBAH sa 

I 

SEKSI 

I ~ SEKSI I rl 
SEKSI 

PENYELARASAN DAN PENOENDALlAN PENCEMARAN PERENCANAAN PENG ELOLAAN 
EVALUASIUNCKUNGAN PERSAMPAHAN 

i SEKSI I ~I SEKSI '/ 

SEKSI 
PENOKA.!lAN DAMPAK UNOKUNGAN 

PENOELOLAAN RUANGTERBUICA 
PENGURANQAN SAMPAH 

HllAU DAN PENGENDAUAN 
KERUSAKAN LINGKUNGAN 

SEKSI 

I Y SEKSI I PENINGKATAN KAPASITAS DAN 1 SEKSI 
PENGADUAN DAN PENEOAKAN KEMITRAAN 

PEONGENDALlAN B3 DAN LIMIlAH B3 

HUKUM l..lNGKUNGAN mDUP 

I UPTD l 
/ 



LAMPlRAN XVII 
NOMOR 
TENTANG 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

53 TAlIUN 2020 

20 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, 
TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH. 

STRUKTUR ORGANISASI 
DINAS KEARSIPAN DA N PERPU STAKAAN 

KABUPATEN TA SIKMALAYA 

I KEPALA I 
T 

:------------1 SEKRETARIAT l , I , , , 
SUBBAGlAN I II SUB BAGIAN 'I , 

UMUM DAN KEPEGAWAlAN PERENCANAAN DAN KEUA NGAN , , , , 
,--- - --- - - - -- ---- - ------1,- ----- ----- - -- -' ------------, I 

KELOMPOK BIDANG BIDANG 

JABATAN 
KEARSIPA N PERPUSTAKAAN 

FUNGSIONAL 
~ . SEKSI 

rl 
SEKSI 

PEMBINAAN KEA RS I PAN PEMBINAAN 
DAN PENOEMBANGAN 

PERPUSTAKAAN 

SEKSI SEKSI 

PENGAWASAN K EARSI PAN PENGEMBANGAN KOLEKSI 
DAN PENGOLAHAN 
BAHAN PUSTAKA 

SEKSI SEKSI 

PENGEWLAAN ARSIP LA YANAN DAN OTOMASI 

I UPTD I 
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NOMOR 
TENTANG 
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PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN o RGANISASI, 
TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH. 

STRUKTUR ORGA NI SASI 
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

KABUPATEN TASIKMALAYA 

I KE PALA I 
I 

,- -----------i SEKRETARIAT I , , I , , , SUB BAGlAN -I II SUB BAGlAN II , UMUM DAN KEPEGAWAlAN PE:RE:NCANAAN DAN KEUANGAN , , , , 
, ------ - -- -- - ----- - -----I~ - - - - -- ---- - -- - -'- --- --- - --- -, I 

KELOMPOK B!DANG BIDANG 

!NFORMAS! KOMUNIKAS! PUBL!K APLIKAS! !NFORMAT!KA 

JABATAN DAN STATIST!K DAN PE:RSANDIAN 

FUNGSIONAL 

~ 
SEKS! 

~ 
SE:KSI 

PELAYANAN I NFRASTRUKTU R 

INFORMAS! PUBL!K !NFORMAT!KA 

SEKS! SE:KSI 

KOMUNIKASI PUBL!K DAN APLIKAS! INFORMATlKA 

HUBUNGAN MEDlA DAN DATABASE 

SEKS! SE:KSI 

STATISTI K SEKTORAL KEAMANAN INFORMAS! DAN 
PE:RSANDlAN 

/ 
I UPI'D I 
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LAMPIRAN XIX 
NOMOR 
TENTANG PERU BAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, 

TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH. 

KELOMPOK 
JABATAN 

FUNGSIONAL 

SUB BIDANG 
PEREKONOMIAN 

SUB BIDANG 
SUMBER DAYA ALAM 

I 

STRUKTUR ORGANISASI 
B ADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 

KABUPATEN TASIKMALAYA 

KEPALA 
i I 

l 
: _ ____ u _ __ u __ u _u _ --I SEKRETARIAT 

I ~ SUB BlDANG 
PEMERINTAHAN 

l SUB BIDANG 

PEMBANGUNAN MANUSIA 

r 
SUB BAGIAN 

PERENCANAAN, EVALUASI 
DAN PELAPORAN 

~ SUB BIDANG I lNP'RASTRUKTUR KEBINAMARGAAN 
DAN PERHUBUNGAN 

SUB BIDANG 
INYRASTRUKTUR SUlIBER DAYA 

AIR, UNGKUNGAN HIDUP. 
KECIPfAKARYAAN DAN 

KEWTtAYAHAN 

I~ 

1 
SUB BAG[AN 
UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN 

SUB BIDANG 
PERENCA NAAN 

SUB BIDANG 
PENGENDALIAN DAN 

EVALUAS[ 

II ~ 

I 
SUB BAGIAN 

KEUANGAN 

"SlDANG 
PENELITIAN DAN 
PENGEMBA NGA N 

1 
SUB BlOANG 

PEN ELlTIAN DAN 
PENGEMBANGAN SOSIAL, 

l 
PEMERINTAHAN , EKONOMl , DAN 

PEMBANGUNAN 

SUB BIDANG 
PE NGEMBANGA N 

[NOVAS[ DAN TEKNOLOG[ 

BUPA SIKMALAYA, 

IT( 

&\D'E SUGIANTO 
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LAMPIRAN XX 
NOM OR 
TENTANG PERU BAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, 

TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH. 

STRUKTUR ORGANISASI 
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEM BANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 

KABUPATEN TASIKMALAYA 

l KEPALA I 
I 

:- ---------------------I SEKRETARIAT 

, , , I L , 
SUB BAGIAN SUB BAGIAN , , 

PERENCANAAN, EVALUASI UMUM DAN , , DAN PELAPORAN KEPEGAWAIAN , , 
, -----------------~ -:- --------------------i~ --------------' --------~ -r --------------------.. I 

KELOMPOK BlOANG I BIOANG I BlOANG 1 BlOANG 
JABAT AN PENGADAAN DA N INPORMASI M UTASI DAN PROM OSI PENGEMBANGA N SUMBER DAYA PENILAlAN KlNERJA APARATUR 

KEPEGAWAIAN APARATUR DAN PENGHARGAAN 

FUNGSIONAL I I I 

SUB BlOANG SUB BIDANG SUBBIOANG SUB BIOANG 
PENGADAAN - MUTASI - DlKLAT PENJENJANGAN. PENILAIAN DAN EVALUASI 

SERTIFIKASI DAN KINERJA APARATUR 
FUNGSIONAL ~ 

Y 
SUB BlOANG 

-I 
SUB BIDANG -I 

SUBBIOANG 

~ 
SUB BIOANG 

DATA DAN INFORMASI KEPANGKATAN DIKLATTEKNIS DISIPLIN DAN 

PENGHARGAAN 

SUB BIDANG SUB BIOANG 

I 
PENGEM BANGAN KARIER PENG EMBANGAN 

DAN PROMOSI KOMPETENSI 

I 
I 

SUB BAGIAN 
KEUANGAN 

/l 
ASIKMALAYA, 

E SUGIANTO 
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NOMOR 
TENTANG 
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PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 7 TAHUN 20 19 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, 
TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH. 

STRUKTUR ORGA NISASI 
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 

KABUPATEN TASIKMALAYA 

r KEPALA 
I 

I 
f------------------- -- SEKRETARIAT , , , 

I I , , , 
II SUB BAGIAN ~I SUB BAGlAN I , 
PERENCANAAN, EVALUASIDAN UMUM DAN KEPEGAWAlAN , , PELAPORAN , , , 

I 
I 

SUB BAGIAN 
KEUANGAN 

~-----------------i -- ------------ --1:--- -- --------------1-:- -----------,- - - - ---- -1-' - - -- --- ----- ------- - t 'j - - - - - - - - --- - ---- -1-' 
KELOMPOK I 

BJDANG 

I 
BIDANG BIDANG BIDANG 

I 
BIDANG BIDANG 

JABATAN ANGGARAN PERBENDAHARAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN ASET DAERAH PELAYANAN PERENCANAAN DAN 

PENDAPATAN ASLI DAERAH PENGEMBANGAN 

FUNGSIONAL 
PENDAPATAN AS LI DAERAH 

I I I I I I 

SUBBIDANG SUB BIDA NG SUB BIDANG SUB BIOANG S UBBI D ANG 

PENYUSUNAN 
SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PELAYANAN DAN INFORMASI PERENCANAAN 

PERBENDAHARAAN I 
ANGGARAN BELANJA I PENATAUSAHAAN DAN 

ANALlSA KEBUTUHAN PAJAK DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 

SISTEM AKUNTANSI 

SUBBIOANG SUB BIDANG SUB BIDANG 
SUB BIDANG SUB BIOANG SUBBIDANG 1 

PENYUSUNAN PERBENDAHARAAN II PEMANFAATAN DAN VERIF'IKASI DAN PENE1'APAN PEMBlNAAN : 

ANGGARAN BELANJA II ANALISA DATA DAN PAJAK DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH I 
PELAPORAN 

PENGAMANA N 

SUBBIOANG SUB BIDA NG SUB BIDANG SUB BIOANG SUB BIDANG 

PENYUSUNAN PENGELOLAAN PENATAUSAHAAN ASET PENAGlHAN DAN KEBERATAN EVALUASI DAN PELAPORAN 

A N GGARAN PENDAPATAN 
KAS DAERAH DAERAH PAJAK DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 

DAN PEMBlAYAAN h 


